
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR A3 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAE}UPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI NATUNA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal t7 ayat l2l
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2A2O tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2O2O kepada

Pegawai Negeri Sipil, Pr4jurit Tentara Nasional Indonesia,

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai

Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau

Thnjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagr Pegawai Negeri Sipil,

Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Nonpegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indnesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun t999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Mengingat
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3.

Kuantan Singingi, dan Kota Batam (i,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1gg9 Nomor 1 g 1 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 53 Tahun L999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor tOT, Tambahan

I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor aSBO);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)!

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol+ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun zDlg Nomor 42, Tarnbahan

Iembaran Negara Nomor 63221;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun L9TT tbntang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun t977 Nomor 1 1, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3093) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang perubahan

Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor ZZ

Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji pegawai Negeri

4.

5.



6.

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2079 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2A2O tentang

Pemberian T\rnjangan Hari Raya Tahun 2O2O kepada

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan

Penerima Pensiun atau Tunjangan (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 132,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6515);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun

2A19 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 20L9 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NONPEGAWAI

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati

penyelenggara Pemerintahan Daerah

pelaksanaan urusan pemerintahan

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap

7.

Menetapkan :

sebagai unsur
yang memimpin

yang menjadi
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5.

oleh pejabat pembina kepegawaian rlntuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil yang selanjutnya

disebut Pegawai Non-PNS adalah pegawai tidak tetap

dan guru tidak tetap yang diangkat dengan Keputusan

Pejabat Pembina Kepegawaian.

Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri tahun 2O2O.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya diberikan kepada:

a. PNS;

b. calon PNS; dan

c. Pegawai Non-PNS.

PNS dan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pada jabatan:

a. administrator

b. pengawas

c. fungsional ahli madya;

d. fungsional ahli muda;

e. fungsional ahli pertama;

f. fungsional penyelia;

g. fungsional mahir;

h. fungsionalterampil;

i. fungsional pemula; dan

j. pelaksana.

Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada eyat (1)

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah melaksanakan tugas pokok organisasi

secara penuh.

b. pendanaan belanja pegawainya dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah; dan

c. diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

6.

(U

(2t

(3)
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(3)

(1)

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam

Pasa1 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada

2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.

Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua)

bulan sebelum bulan Hari Raya s6foagaimana

dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar

penghasilan yang seharusnya diterima karena

berubahnya penghasilan kepada yang bersangkutan

tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari

Raya.

Pasal 4

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat(l) huruf a dan huruf b diberikan paling banyak

meliputi:

a. gqji pokok;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a bagr calon PNS sebesar 807o (delapan puluh

persen) dari gaji pokok.

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf c diberikan sebesar honorarium yang

telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemberitan Tunjangan Hari Raya tahun 2O2O sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terhadap PNS yang

meninggal dunia, tewas, gugur, dan/atau PNS yang

dinyatakan hilang diberikan penghasilan sebesar 1 (satu)

bulan gqji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari

Raya kepada penerima gaji terusan.

Pasal 6

(1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau



t- -6-

l2l

potongan lain berdasarkan kete4tuan Peraturan

Perundang-undangan.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan di tanggung

pemerintah.

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak

ditanggung pemerintah.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat

10 (sepuluh) hari keg'a sebelum tanggal Hari Raya.

Dalam hal tunjangan hari Raya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan,

tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal

Hari Raya.

BAE} III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pemberian tunjangan Hari Raya bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2O2O.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

pati Nomor 26 Tahun 2Ol9 tentang Teknis Pemberian

njangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagr

gawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan

Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

(3)

(1)

(21

Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna



I
Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2OL9 Nomor 261 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati

diundangkan.

Pasal 10

ini mulai berlaku Pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal, tg Mei ?A?n

Diundangkan di Ranai

pada tanggal, tO U,tA 2o2o

/rr**ooRIS DAERAH\

KABUPATEN NATUNA,

L HAMID RIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2O2O NOMOR 6ts


